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Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 45 hari kerja di Unit Pelayanan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang pada Satuan Pelaksana 

Pendataan dan Subbagian Tata Usaha. Selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan, praktikan diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

administrasi dan perpajakan seperti membuat rekapitulasi data rumah kost di 

Kecamatan Tanah Abang, membuat formulir pemuktahiran data objek pajak 

restoran, melakukan pengarsipan berkas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), 

melakukan pengecekan reklame di CGV Cinemas Grand Indonesia, serta 

melakukan penginputan surat masuk dan membuat disposisi surat masuk. 

Praktikan mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada saat 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

 Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menuntut 

mahasiswa untuk membuka wawasan agar dapat menerima perkembangan 

tersebut. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya persaingan global dalam 

dunia kerja. Saat ini dunia kerja membutuhkan individu yang dapat berinovasi, 

berfikir untuk maju, dan mampu berkarya serta berdaya saing tinggi agar 

dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat. Menyikapi kondisi tersebut, 

perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan lulusan yang dapat memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.  

 Salah satu cara yang dijalankan oleh Universitas Negeri Jakarta adalah 

dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Dengan dilaksanakannya PKL, mahasiswa dapat menambah kemampuan 

untuk mengamati dan menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi 

dilapangan seperti bagaimana kegiatan operasional yang diterapkan 

sesungguhnya pada suatu perusahaan atau instansi. 

PKL merupakan bagian dari kurikulum wajib di program studi Sarjana 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan bobot 2 sks 

yang diadakan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Pelaksanaan dari kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa 

berkesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperolehnya selama di 

perguruan tinggi serta memperoleh pengalaman di perusahaan atau instansi 
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yang dipilihnya. Diharapkan pula, mahasiswa mampu memahami ilmu dan 

memiliki kepekaan yang tinggi tentang permasalahan yang ada pada suatu 

perusahaan, serta mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di 

dunia kerja. Manfaat dari kegiatan PKL adalah untuk menambah wawasan, 

keterampilan, etika, tanggung jawab, serta dapat aktif berkomunikasi secara 

baik dengan karyawan. 

Kegiatan PKL pada Program Studi Akuntansi ini dapat dilakukan di 

perusahaan atau instansi pemerintah yang sesuai dengan lingkup ilmu 

akuntansi, salah satunya adalah akuntansi perpajakan. Pajak merupakan 

penerimaan terbesar bagi negara. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai 

pembangunan bagi infrastruktur negara. Pajak dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak 

yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Sedangkan pajak 

daerah adalah pajak yang dihutangkan kepada orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta digunakan bagi keperluan 

daerah untuk kemakmuran masyarakat.  

 Pajak daerah dikelola oleh daerah masing-masing kecamatan. Tanah 

Abang ialah salah satu kecamatan di DKI Jakarta yang mengelola pajak 

daerah yang memiliki beberapa kelurahan. Oleh karena itu, praktikan ingin 

mengetahui secara lebih dalam mengenai bagaimana kegiatan operasional, 

pendataan, pelayanan dan gambaran dunia kerja di instansi perpajakan daerah. 
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 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tanah Abang, dimana instansi tersebut 

bertugas untuk melakukan pelayanan serta pemungutan pajak daerah di 

lingkup kerja kecamatan Tanah Abang.  

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Maksud pelaksanaan PKL antara lain: 

a. Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang menjadi 

syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

b. Mempelajari dan memahami mata kuliah perpajakan khususnya 

perpajakan daerah secara lebih mendalam. 

c. Melakukan Praktik Kerja Lapangan yang sesuai dengan latar belakang 

Pendidikan yang dimiliki praktikan yaitu akuntansi dengan konsentrasi 

pajak. 

2. Tujuan pelaksanaan PKL antara lain: 

a. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan secara 

langsung. 

b. Memperoleh pengalaman kerja secara nyata dengan melakukan 

pekerjaan pada bidang perpajakan sesuai dengan yang telah dipelajari 

di perkuliahan. 
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c. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan sikap disiplin, 

tanggung jawab, mandiri, dan memiliki inisiatif yang tinggi dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

 

C. Kegunaan PKL 

Pelaksanaan PKL bermanfaat bagi perusahaan, mahasiswa, dan 

perguruan tinggi. Adapun manfaat dari pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Kegunaan pelaksanaan PKL bagi praktikan adalah: 

a. Mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori yang diperoleh 

selama perkuliahan. 

b. Mengembangkan wawasan mengenai dunia kerja terutama dalam 

bidang akuntansi perpajakan. 

c. Melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab mahasiswa dalam 

bekerja. 

2. Kegunaan pelaksanaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ adalah: 

a. Menjadi evaluasi bagi Fakultas Ekonomi UNJ untuk dapat 

menghasilkan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan atau instansi. 

b. Mempersiapkan lulusan dari Fakultas Ekonomi UNJ yang 

berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. 

c. Membangun kerja sama dan membina hubungan baik dengan 

perusahaan atau instansi terkait agar perguruan tinggi dapat dikenal 

secara luas oleh dunia kerja. 



5 
 

3. Kegunaan pelaksanaan PKL bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kecamatan Tanah Abang adalah: 

a. Kegiatan operasional perusahaan atau instansi dapat terbantu baik 

perkerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang 

bersifat tidak tetap. 

b. Membangun jalinan kemitraan dengan perguruan tinggi agar 

perusahaan dapat dikenal di dalam bidang akademik. 

c. Menciptakan kerja sama bagi perusahaan atau instansi dengan 

universitas khususnya mahasiswa. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi 

pemerintahan yaitu perpajakan. Adapun praktikan ditempatkan pada: 

nama instansi : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan 

  Tanah Abang 

alamat : Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 4, 

  Jalan H. Awaludin 2, Kebon Melati, Tanah Abang, 

  Jakarta Pusat 

telepon  : 021-3925606 

website  : http://bprd.jakarta.go.id/tag/uppd-tanah-abang/ 

email  : upprdtanahabang@gmail.com 

Praktikan memilih Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah  

Kecamatan Tanah Abang sebagai tempat praktikan melaksanakan kegiatan 

PKL karena praktikan ingin lebih mengetahui mengenai bagaimana kegiatan 

http://bprd.jakarta.go.id/tag/uppd-tanah-abang/
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operasional perpajakan daerah. Praktikan ditempatkan pada Satuan Pelaksana 

Pendataan dan Subbagian Tata Usaha. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan 

Hubungan Masyarakat (BAKH) yang ditujukan ke Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah DKI Jakarta. Adapun surat permohonan pelaksanaan 

PKL dapat dilihat di Lampiran 1. Kemudian setelah surat permohonan 

selesai dibuat, praktikan langsung mengirimkan surat permohonan PKL 

kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta pada bulan Juni. 

Kemudian Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta memberikan 

izin untuk melaksanakan PKL dan menempatkan praktikan di Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang. Adapun 

surat perizinan pelaksanaan PKL dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Praktikan mulai melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang pada tanggal 30 Juli 2018 

sampai dengan tanggal 28 September 2018 yang dilaksanakan pada hari 

kerja yaitu pada hari Senin hingga Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan 

pukul 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 

WIB. Adapun waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan Kamis yaitu 
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pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, sedangkan hari Jumat 

yaitu pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Setiap harinya 

sebelum melaksanakan aktivitas, praktikan mendapatkan arahan dari 

pelaksana bagian. Adapun surat keterangan telah melaksanakan PKL di 

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang 

dapat dilihat di Lampiran 3. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata 

kuliah PKL dan memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Sarjana  

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 

menyiapkan laporan PKL pada bulan Oktober 2018 berdasarkan pada 

kegiatan yang telah ditempuh selama melakukan kegiatan PKL di Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanah Abang. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Instansi 

Dinas Pendapatan Daerah terbentuk pada tanggal 11 September 1952. 

Dinas Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan nama dan struktur 

organisasi. Pada tahun 1952 sampai tahun 1955 bernama Suku Badan Padjak. 

Hal tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota 

Sementara Djakarta Raja No. 18/ D.K tanggal 11 September 1952. Kemudian 

berubah nama kembali pada tahun 1956 menjadi Bagian Padjak hingga tahun 

1965. 

Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1967, kembali mengalami 

perubahan nama menjadi Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak. Hal 

ini berdasarkan Surat Keputusan No. B.6=/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966. 

Kemudian terjadi lagi perubahan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Gubernur DCI Djakarta No. Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968, 

sehingga menjadi Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Djakarta. Nama ini 

berlangsung dari tahun 1968 hingga tahun 1974. Lalu pada tahun 1975, 

terdapat perubahan nama kembali menjadi Kantor Padjak dan Pendapatan DKI 

Jakarta hingga tahun 1976. Hal ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur 

KDKI Jakarta No. B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975. 
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Perubahan nama dan struktur organisasi masih terus berlangsung demi 

melancarkan kinerja pemerintah daerah. Hingga pada tahun 1976 terjadi 

perubahan nama menjadi Dinas Padjak DKI Jakarta. Hal ini didasarkan oleh 

Keputusan Gubernur  KDKI Jakarta No. B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 

1976. Namun hanya berlangsung hingga tahun 1982. Kemudian tahun 1983, 

kembali mengalami perubahan nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI 

Jakarta. Hal ini didasarkan oleh Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Nomor 890 

tahun 1981 namun hanya berlangsung hingga tahun 2007. 

Kemudian tahun 2008 terdapat perubahan nama menjadi Dinas 

Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk 

menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, Gubernur DKI Jakarta 

mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta. Namun hanya 

berlangsung hingga tahun 2010. 

Pada tahun 2011, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 

memiliki unit kerja baru yang bernama Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD). 

UPPD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI 

Jakarta yang memiliki lingkup wilayah kerja pada Kecamatan. Hal ini 

berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak 

Daerah. Kemudian pada tanggal tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta kembali 

mengeluarkan dua Peraturan Gubernur baru guna menyempurnakan struktur 
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organisasi yang baru, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak dan Peraturan 

Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi  dan Tata 

Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. 

Pada tahun 2016, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 

mengalami perubahan nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta.  

Perubahan nama Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPRD) mengakibatkan adanya perubahan fungsi dan tugas. 

Dengan adanya perubahan tugas tersebut, maka seluruh kantor BPRD di 

tingkat kecamatan atau unit kerja BPRD juga mengalami perubahan. Jika 

sebelumnya wajib pajak di Kecamatan dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak 

Daerah (UPPD), maka sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 dan berkembang pada 

tahun 2017 menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).  

Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak berubah menjadi Suku Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) yang hanya melayani 

pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan, penetapan dan 

penagihan, pengurangan, keberatan, dan banding untuk semua jenis pajak.  
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Berikut adalah visi dan misi yang dimiliki oleh Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta: 

a. Visi: 

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak 

daerah. 

b. Misi: 

1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif. 

2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 

melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta 

menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah. 

3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan 

pelayanan pajak daerah. 

4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana 

perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan 

anggaran dan program dinas. 

5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi 

pelaksanaan pelayanan pajak daerah. 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. 

 

B. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi UPPRD berdasarkan pada Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 2016. UPPRD 

Kecamatan Tanah Abang dipimpin oleh Kepala Unit yang memiliki satu 

subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha, dan tiga satuan pelaksana yaitu Satuan 
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Pelaksana Pelayanan, Satuan Pelaksana Pendataan, dan Satuan Pelaksana 

Penagihan. Adapun bagan struktur organisasi UPPRD Kecamatan Tanah 

Abang dapat dilihat pada Lampiran 7.  

Pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian dan satuan pelaksana 

berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 297 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Unit, memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Memimpin dan menoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD. 

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, 

Satuan Pelaksana, dan Subkelompok Jabatan Fungsional. 

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD 

dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan 

tugas UPPRD dan fungui UPPRD. 

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPPRD. 

2. Subbagian Tata Usaha, memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran UPPRD. 
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d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD. 

e. Menyusun pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD. 

f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang 

UPPRD. 

g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 

UPPRD. 

h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD. 

i. Menghimpun, menganalisis, dan mengajukan kebutuhan 

penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana 

kerja pada UPPRD. 

j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan 

kenyamanan kantor UPPRD. 

k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD. 

l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 

kelurahan sesuai lingkup wilayahnya. 

m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, dan 

kegiatan serta akuntabilitas UPPRD. 

n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbagian Tata Usaha. 

3. Satuan Pelaksana Pelayanan, memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Menyusun pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan 

daerah. 

e. Menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan 

pendaftaran perpajakan daerah. 

f. Menerima, meneliti, mamvalidasi, merekam pelaporan dan 

pembayaran pajak daerah. 

g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan, dan pengamanan basis 

data pajak daerah. 

h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang. 

i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon/legalisasi 

penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain 

yang dipersamakan. 

j. Mengusulkan pengecualian kewaiban legalisasi penggunaan 

bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan. 

k. Menerbitkan, mengukuhkan, mancabut dan menghapus NPWPPD 

dan NOPD. 

l. Menerima, meneliti, dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak 

Daerah. 
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m. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surta 

ketetapan, surta keputusan, dan surta tagihan pajka daerah 

termasuk salinannya. 

n. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 

pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah. 

o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Pelayanan. 

4. Satuan Pelaksana Pendataan, memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan 

pemuktahiran data subjek dan objek pajak daerah. 

e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona 

Nilai Tanah. 

f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 

pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 

penghapusan, dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah. 
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g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 

pendaftaran atau penutupan subjek dan onjek pajak daerah. 

h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi 

terkait. 

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Pendataan. 

5. Satuan Pelaksana Penagihan, memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan. 

e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah. 

f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak. 

h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah. 

i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 

pemberian kompensasi, retribusi dan pemindahbukuan. 
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j. Memproses permohonan keringan, pembebasan, pembetulan, 

pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

pajak daerah sesuai dengan kewenangannya. 

k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Penagihan. 

 

C. Kegiataan Umum Instansi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu pada pasal (3) 

menjelaskan bahwa UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pemungutan pajak 

dan retribusi daerah. 

Kegiatan umum yang dilaksanakan oleh UPPRD adalah melakukan 

pelayanan, pemungutan pajak, dan pendataan retribusi daerah sesuai 

kewenangannya yang diatur dengan Keputusan Kepala Badan. UPPRD 

melaksanakan pelayanan jenis pajak yaitu Pajak PBB-P2, Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah 

(PABT), serta melayani pendaftaran dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Motor (PBB-KB). 

Adapun kegiatan umum yang dilaksanakan oleh UPPRD berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 pasal 

4 adalah sebagai berikut: 
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1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD. 

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD. 

3. Penyusunan pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD. 

4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak 

daerah. 

5. Pendataan retribusi daerah. 

6. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak 

daerah. 

7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak 

daerah. 

8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah. 

9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD. 

10.  Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup 

kecamatan. 

11.  Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada 

lingkup kecamatan. 

12.  Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD. 

13.  Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD. 

14.  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama dua bulan praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 

Kecamatan Tanah Abang dan ditempatkan di Satuan Pelaksana Pendataan dan 

Subbagian Tata Usaha. Praktikan ditempatkan di Satuan Pelaksana Pendataan 

selama 1 bulan lebih dan dibimbing oleh Bapak Andi Prasetyo selaku Kepala 

Satuan Pelaksana Pendataan. Kemudian praktikan ditempatkan di Subbagian 

Tata Usaha selama kurang lebih 2 minggu dan dibimbing oleh Bapak Raden 

Bayu Nugroho selaku Kepala Subbaggian Tata Usaha. 

Satuan pelaksana di UPPRD kecamatan Tanah Abang saling memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Satuan Pelaksana Pendataan memiliki keterkaitan 

dengan Satuan Pelaksana Pelayanan dalam hal pendataan wajib pajak untuk 

kemudian diproses lebih lanjut mengenai objek pajak daerah. Satuan 

Pelaksana Pendataan memiliki satu orang kepala satuan pelaksana dan empat 

orang pegawai yang telah mempunyai tugas masing-masing.  

Sedangkan Subbagian Tata Usaha memiliki keterkaitan dengan semua 

Satuan Pelaksana yang ada di UPPRD Kecamatan Tanah Abang dalam hal 

pengadministrasian, penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja. Selain 

itu Subbagian Tata Usaha melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan 

prasarana yang terdapat di UPPRD Kecamatan Tanah Abang, Subbagian Tata 
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Usaha memiliki satu orang kepala subbagian dan dua orang pegawai yang 

telah mempunyai tugas masing-masing. 

Selama melaksanakan kegitan PKL di Satuan Pelaksana Pendataan, 

praktikan melakukan beberapa tugas sebagai berikut: 

1. Membuat rekapitulasi data rumah kost di Kecamatan Tanah Abang. 

2. Membuat formulir pemuktahiran data objek pajak restoran di Kecamatan 

Tanah Abang. 

3. Melakukan pengarsipan berkas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

4. Melakukan pemeriksaan reklame di CGV Cinemas Grand Indonesia. 

Kemudian selama melaksanakan kegiatan PKL di Subbagian Tata 

Usaha, praktikan melakukan tugas sebagai berikut: 

1. Melakukan peng-inputan surat masuk ke UPPRD Kecamatan Tanah 

Abang dan membuat disposisi surat masuk. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Kecamatan Tanah 

Abang, praktikan harus dapat memahami prosedur serta dokumen yang akan 

digunakan. Praktikan harus teliti dan memiliki pemahaman agar dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.  

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL dimulai pada tanggal 30 Juli 

2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018. Pada hari pertama PKL, 

praktikan menemui pegawai di Subbagian Tata Usaha terlebih dahulu. 

Kemudian praktikan berkeliling untuk diperkenalkan dengan seluruh pegawai 

UPPRD Kecamatan Tanah Abang. Praktikan ditempatkan pada Satuan 
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Pelaksana Pendataan  pada tanggal 30 Juli 2018 hingga tanggal 10 September 

2018. Lalu tanggal 12 September 2018 hingga tanggal 28 September 2018, 

praktikan dipindahkan ke Subbagian Tata Usaha.  

Praktikan dibimbing terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan oleh kepala satuan pelaksana maupun para pegawai. 

Praktikan diberikan pengarahan mengenai bidang kerja dan ruang lingkup 

yang ada di UPPRD Kecamatan Tanah Abang. Berikut adalah tugas-tugas 

yang dilaksanakan oleh praktikan selama PKL di UPPRD Kecamatan Tanah 

Abang: 

1. Satuan Pelaksana Pendataan 

Pada saat ditempatkan di Satuan Pelaksana Pendataan, praktikan 

diberikan tugas sebagai berikut: 

a. Membuat rekapitulasi data rumah kost di Kecamatan Tanah 

Abang 

Kecamatan Tanah Abang memiliki tujuh kelurahan yang terdiri 

dari  Bendungan Hilir, Gelora, Kampung Bali, Karet Tengsin, Kebon 

Kacang, Kebon Melati, dan Petamburan.  Satuan Pelaksana Pendataan 

melakukan pendataan objek pajak rumah kost pada masing-masing 

kelurahan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan informasi 

dari data yang diberikan oleh wajib pajak untuk selanjutnya diketahui 

jumlah objek kena pajak.  

Praktikan diberikan tugas untuk melakukan rekapitulasi data 

rumah kost yang berada di Kelurahan Bendungan Hilir, Petamburan, 

dan Kebon Kacang. Dokumen yang diberikan kepada praktikan adalah 
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Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) yang berisikan 

informasi mengenai: 

1) Data objek pajak, terdiri dari nama objek pajak, alamat objek 

pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).  

2) Data usaha, terdiri dari status kepemilikan dan jumlah kamar. 

Berkas SPOPD dapat dilihat pada lampiran 8. Berkas SPOPD 

berasal dari wajib pajak yang melakukan pendaftaran objek pajaknya 

di Satuan Pelaksana Pelayanan, dimana SPOPD tersebut diberikan 

kepada Satuan Pelaksana Pendataan. Praktikan melakukan rekapitulasi 

data rumah kost dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan 

rekapitulasi data rumah kost di Kecamatan Tanah Abang adalah: 

a) Praktikan memisahkan berkas SPOPD berdasarkan masing-masing 

kelurahan yaitu Bendungan Hilir, Petamburan, dan Kebon Kacang. 

b) Kemudian praktikan membuka aplikasi Microsoft Excel dan 

membuat format tabel yang terdiri dari nomor, alamat rumah kost, 

nama pemilik, jumlah kamar, dan keterangan. 

c) Setelah itu praktikan mengisi dengan lengkap data objek pajak 

yang ada di SPOPD yaitu nama objek pajak, alamat objek pajak, 

nama pemilik, dan jumlah kamar. Masing-masing kelurahan 

dipisah berdasarkan sheet yang berbeda. Kelurahan Bendungan 

Hilir berada di sheet pertama dan diberi nama “BENHIL”. 

Kelurahan Petamburan berada di sheet kedua dan diberi nama 
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“PETAMBURAN”. Kelurahan Kebon Kacang berada di sheet 

ketiga dan diberi nama “KB” (Lampiran 9). 

d) Setelah selesai melakukan rekapitulasi, praktikan mencetak data 

rumah kost tersebut dan menyerahkannya kepada pegawai Satuan 

Pelaksana Pendataan untuk diperiksa. Setelah itu pegawai 

melakukan pemeriksaan lapangan dan menyusun laporan 

pemeriksaan lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Satuan 

Pelaksana Pelayanan untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD). 

 

b. Membuat formulir pemuktahiran data objek pajak restoran di 

Kecamatan Tanah Abang  

Pemuktahiran data objek pajak diperlukan agar data dan 

informasi dari pajak daerah khususnya restoran selalu terbaharui setiap 

waktunya. Pemuktahiran data juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

menghitung potensi penerimaan pajak daerah. Dengan pembuatan 

pemutakhiran data ini, UPPRD Kecamatan Tanah Abang dapat 

mengetahui objek pajak baru dan objek pajak yang telah tutup.  

Praktikan diberikan tugas untuk membuat formulir 

pemuktahiran yang diperlukan dalam kegiatan pemutakhiran data 

objek pajak restoran.  Objek data restoran tersebut berada di lima pusat 

perbelanjaan Tanah Abang yaitu Plaza Senayan Arcadia, Plaza 

Senayan, Senayan City, fX Sudirman, dan Grand Indonesia. Kemudian 
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setelah selesai membuat formulir pemuktahiran, praktikan membuat 

rekapitulasi data objek pajak restoran tersebut.  

Dokumen yang diberikan kepada praktikan adalah formulir 

Data Umum Wajib Pajak Restoran yang berisikan informasi mengenai: 

1) Data usaha, yang terdiri dari nama usaha, alamat usaha, Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Objek Pajak Daerah 

(NOPD), luas tempat, jam operasional, jumlah karyawan, jumlah 

meja, jumlah kursi serta data makanan dan minuman. 

2) Data wajib pajak, yang terdiri dari nama dan alamat penanggung 

jawab, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama notaris serta 

akta pendirian, status kepemilikan, nama perusahaan, dan alamat 

perusahaan. 

Formulir Data Umum Wajib Pajak Restoran diberikan oleh 

pegawai Satuan Pelaksana Pendataan kepada masing-masing wajib 

pajak untuk dilengkapi dan kemudian dikembalikan ke Satuan 

Pelaksana Pendataan. Dokumen tersebut sudah terpisah berdasarkan 

masing-masing lokasi objek pajak. Adapun formulir Data Umum 

Wajib Pajak Restoran dapat dilihat pada Lampiran 10. Praktikan 

melakukan tugas ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel.  

Langkah-langkah dalam membuat formulir pemuktahiran data 

objek pajak restoran adalah sebagai berikut: 
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a) Praktikan membuka aplikasi Microsoft Excel dan membuat format 

Formulir Pemuktahiran Data Objek Pajak Restoran sesuai dengan 

contoh formulir yang diberikan oleh pegawai. 

b) Setelah itu praktikan mengisi dengan lengkap data informasi wajib 

pajak restoran pada Formulir Pemuktahiran Data Objek Pajak 

Restoran. Praktikan mengetik NPWPD, NOPD, nama restoran, 

alamat restoran, nama pemilik, jam operasional, jumlah meja, 

jumlah kursi, kapasitas tamu yang sesuai dengan jumlah kursi, 

jumlah karyawan, serta harga makanan dan minuman yang 

termahal dan termurah (Lampiran 11). 

c) Kemudian praktikan membuat rekapitulasi data objek pajak 

restoran dengan membuat format tabel pada aplikasi Microsoft 

Excel. Format tabel rekapitulasi sesuai dengan data informasi dari 

Formulir Pemuktahiran Data Objek Pajak Restoran (Lampiran 12). 

d) Selanjutnya praktikan mencetak semua Formulir Pemuktahiran 

Data Objek Pajak Restoran dan menyimpan data rekapitulasi 

tersebut untuk kemudian diserahkan kepada pegawai Satuan 

Pelaksana Pendataan agar diperiksa serta diberikan kepada Kepala 

Unit. 

 

c. Melakukan pengarsipan berkas Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) 

Pengarsipan berkas Surat Setoran Pajak Daerah dilakukan 

untuk menyatukan berkas dari setiap objek pajak yang telah 
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menyetorkan pajaknya. Selain itu, pengarsipan ini berguna sebagai 

pedoman untuk mengawasi dan mengetahui ketaatan wajib pajak 

dalam menyetorkan pajaknya. Adapun dokumen yang diberikan 

kepada praktikan untuk melakukan tugas ini adalah:  

1) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yang terdiri dari SSPD 

Restoran, SSPD Hotel, SSPD Parkir, dan SSPD Hiburan.  Berkas 

SSPD berasal dari Satuan Pelaksana Pelayanan.  

2) File dari Microsoft Excel, yang sudah berisikan tabel daftar objek 

pajak. Tabel tersebut terdiri dari Jenis Pajak, Nomor Objek Pajak 

Daerah (NOPD), Nama Objek Pajak, Alamat, Nomor Box dan 

Tanggal Lapor Pajak. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengarsipkan 

berkas SSPD adalah sebagai berikut: 

a) Praktikan memisahkan berkas SSPD yang diberikan oleh pegawai 

berdasarkan dengan jenis SSPD. 

b) Setelah dipisahkan berdasarkan jenisnya, praktikan membuka file 

Microsoft Excel yang diberikan oleh pegawai. Kemudian praktikan 

mencari nomor box objek pajak dengan mengetik NOPD atau 

nama objek pajak yang dituju dengan menggunakan navigasi 

pembantu pencarian yaitu CTRL+F (Lampiran 13). 

c) Setelah menemukan objek pajak yang dituju, praktikan menulis 

nomor box pada berkas SSPD dan mengetik tanggal setoran pajak 
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pada file Microsoft Excel dikolom Tanggal Lapor Pajak sesuai 

bulan saat menerima laporan pajak tersebut (Lampiran 14). 

d) Jika objek pajak tidak terdaftar dalam file di Microsoft Excel, maka 

berkas SSPD tersebut diserahkan kembali kepada pegawai untuk 

diperiksa dan dilakukan peng-inputan data. 

e) Setelah semua terisi lengkap, selanjutnya berkas SSPD yang telah 

dituliskan nomor boxnya diurutkan dari yang nomor box terkecil 

hingga terbesar. Hal ini untuk memudahkan praktikan dalam 

menemukan box sesuai dengan nomornya. 

f) Setelah diurutkan, parktikan memasukkan berkas SSPD tersebut 

kedalam box sesuai dengan nomornya. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pegawai dalam mencari berkas SSPD jika ada 

pemeriksaan bukti-bukti SSPD. 

 

d. Melakukan pemeriksaan reklame di Bioskop CGV Cinemas 

Grand Indonesia 

Satuan Pelaksana Pendataan melakukan pemeriksaan lapangan 

untuk mengetahui potensi objek pajak yang masih belum terdaftar. 

Objek pajak yang belum terdaftar dianggap oleh UPPRD Tanah Abang 

sebagai sebuah temuan. UPPRD Kecamatan Tanah Abang dapat 

memberikan teguran berupa Surat Peringatan apabila wajib pajak 

belum mendaftarkan objek pajaknya serta sanksi berupa denda. 

Pemeriksaan reklame ini dilakukan tanpa terlebih dahulu 

memberitahukan kepada pihak CGV Cinemas. Hal ini bertujuan untuk 
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menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan kebenaran 

informasi yang diberikan kepada UPPRD Kecamatan Tanah Abang. 

Praktikan diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan 

reklame pada CGV Cinemas. Di Kecamatan Tanah Abang, CGV 

Cinemas terdapat pada Grand Indonesia West Mall Lantai 8 yang 

memiliki 11 auditorium. Pemeriksaan dilakukan dengan menentukan 

dan memilih salah satu studio yang akan memutarkan film secara 

random untuk dijadikan sebagai sample. Pemeriksaan dilakukan 

didalam studio CGV Cinemas untuk melihat jumlah dan durasi iklan 

komersial yang ditayangkan sebelum pemutaran film. Adapun 

dokumen yang diperlukan oleh praktikan adalah tiket masuk studio.  

Langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan lapangan di 

CGV Cinemas Grand Indonesia West Mall adalah sebagai berikut: 

1) Praktikan diarahkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendataan 

untuk melakukan pemeriksaan di CGV Grand Indonesia West Mall 

pada hari Jumat, 31 Agustus 2018. 

2) Kemudian praktikan membeli tiket masuk serta menentukan film 

dan jam tayang yaitu pukul 18.00 WIB di Auditorium 4. 

3) Saat didalam Auditorium, praktikan mencatat jumlah iklan 

komersial dan menghitung durasi waktu penayangan masing-

masing iklan, dimana iklan komersial tersebut ditayangkan 15 

menit sebelum pemutaran film. Adapun jumlah iklan komersial 

yang ditayangkan adalah sebanyak 7 (tujuh) iklan yaitu Europhics 
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Event Jakarta, Aice, Mamma Mia Musical, OPPO, Akulaku, Rokok 

L.A., dan Tokopedia. Total durasi iklan komersial yang 

ditayangkan adalah 4 menit 30 detik dengan durasi waktu tercepat 

yaitu 30 detik dan durasi waktu terlama yaitu 1 menit. 

4) Kemudian praktikan membuat laporan hasil kegiatan cek lapangan 

pada Microsoft Word yang berisikan informasi tempat pelaksanaan, 

waktu pelaksanaan, dan daftar iklan komersial beserta durasi 

waktunya (Lampiran 15). 

5) Setelah selesai, praktikan menyerahkan laporan tersebut kepada 

Kepala Satuan Pelaksana Pendataan agar diperiksa dan 

mengkonfirmasi pihak CGV Cinemas Grand Indonesia mengenai 

kebenaran informasi tersebut. 

 

2. Subbagian Tata Usaha 

Pada saat ditempatkan di Subbagian Tata Usaha, praktikan 

diberikan tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan peng-inputan surat masuk ke UPPRD Kecamatan 

Tanah Abang dan membuat disposisi surat masuk 

UPPRD Kecamatan Tanah Abang menerima surat masuk dan 

membuat surat keluar. Agar dapat terkendali dan mudah ditemukan, 

setiap surat yang masuk di-input sesuai dengan jenis suratnya. Hal ini 

dilakukan agar pada saat dibutuhkan untuk keperluan tertentu tidak 

kesulitan untuk mencarinya. Subbagian Tata Usaha juga memiliki 

tugas untuk membuat lembar disposisi pada setiap surat yang masuk. 
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Lembar disposisi dibuat untuk diberikan dan ditanda tangan oleh 

Kepala Unit UPPRD Kecamatan Tanah Abang. Lembar disposisi 

berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara kepala unit dan 

masing-masing satuan pelaksana. Adapun dokumen yang diberikan 

kepada praktikan adalah: 

1) Surat masuk. 

2) File di Microsoft Excel, yang diberikan oleh pegawai Subbagian 

Tata Usaha, terdiri dari Nomor, Tanggal Diterima, Nomor Agenda, 

Jenis Surat, Pokok Surat, Tanggal Surat, Nomor Surat, Asal Surat, 

Ditujukan, dan Keterangan (Lampiran 16).  

3) Dokumen lembar disposisi di Microsoft Word (Lampiran 17). 

Adapun langkah-langkah dalam peng-inputan dokumen surat 

masuk dan membuat disposisi surat masuk adalah sebagai berikut: 

a) Praktikan diberikan pengarahan oleh pegawai untuk selalu 

mengetik setiap surat yang masuk ke dalam Miscrosoft Excel. 

b) Kemudian praktikan mengetik surat masuk sesuai dengan jenis 

surat yang ada beserta Pokok Surat, Tanggal Surat, Nomor Surat, 

dan Asal Surat. 

c) Setelah semua terisi, file surat masuk yang ada di Microsoft Excel 

akan terhubung dengan file lembar disposisi yang ada di Miscrosoft 

Word menggunakan Mail Merge. 

d) Kemudian praktikan mencetak lembar disposisi setiap surat yang 

masuk. Untuk dapat mencetak lembar disposisi harus terlebih 



31 
 

dahulu menutup file surat masuk di Microsoft Excel, kemudian 

membuka file lembar disposisi di Microsoft Word. Setelah terbuka, 

pilih menu Mailings kemudian pilih urutan nomor surat yang akan 

dicetak lembar disposisi (Lampiran 17). 

e) Kemudian lembar disposisi tersebut dicetak dengan kertas khusus 

yang terdiri dari dua rangkap. Lembar disposisi digabungkan 

dengan surat masuk kemudian diberikan kepada Kepala Subbagian 

Tata Usaha. Setelah itu, praktikan menyerahkannya kepada Kepala 

Unit untuk ditanda tangani. 

f) Setelah selesai ditanda tangani oleh Kepala Unit, praktikan 

membuka kembali file surat masuk yang ada di Microsoft Excel. 

Lalu mengetik kemana lembar disposisi tersebut ditujukan pada 

kolom Ditujukan, serta mengetik rencana kerja yang diberikan oleh 

Kepala Unit pada kolom Keterangan (Lampiran 18). 

g) Setelah itu, lembar disposisi beserta dokumen surat masuk tersebut 

distribusikan kepada masing-masing satuan pelaksana yang 

bersangkutan. 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Selama pelaksanaan kegiatan PKL di UPPRD Tanah Abang, praktikan 

mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

1. Selama melaksanakan tugas merekapitulasi data objek pajak restoran, 

praktikan mengalami kesulitan karena wajib pajak tidak mengisi data 

informasi dengan lengkap. 
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2. Selama ditempatkan di Satuan Pelaksana Pendataan, praktikan sulit 

untuk bertanya kepada pembimbing mengenai tugas yang diberikan 

dikarenakan pembimbing jarang berada ditempat untuk melakukan 

pemeriksaan lapangan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam menghadapi kendala tersebut, usaha yang dilakukan agar tidak 

mengganggu dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan adalah sebagai 

berikut:  

1. Praktikan berusaha mencari informasi yang lengkap mengenai lokasi 

restoran-restoran pada aplikasi pembantu di internet. 

2. Praktikan bertanya kepada pembimbing saat pembimbing berada 

ditempat atau bertanya kepada pegawai lain yang berada ditempat.  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan 

mahasiswa kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperoleh 

pengalaman di perusahaan atau instansi yang dipilih. Selain itu, mahasiswa 

juga dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai kegiatan operasional 

perusahaan atau instansi yang dipilih. Selama melaksanakan PKL di Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tanah Abang, 

praktikan dapat mengetahui kegiatan operasional dan gambaran nyata 

lingkungan instansi perpajakan. Praktikan juga mendapatkan pengetahuan 

baru mengenai perpajakan daerah.  

Dalam menjalankan tugas yang diberikan, praktikan dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat melalukan rekapitulasi data objek pajak hotel yaitu 

rumah kost. 

2. Praktikan dapat melakukan proses untuk pemuktahiran objek pajak 

restoran. 

3. Praktikan dapat melakukan pemeriksaan objek pajak reklame di 

lapangan. 

4. Praktikan dapat melakukan proses input surat masuk dan melakukan 

proses pembuatan disposisi surat masuk. 
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B. Saran  

1. Bagi Praktikan: 

a. Mempersiapkan diri mulai dari segi akademik, pengetahuan, 

keterampilan, mental dan kesehatan. 

b. Memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama 

melaksanakan PKL. 

c. Menjaga dan tidak menyebarluaskan data atau dokumen rahasia yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

d. Tetap menjalin silahturahmi dan hubungan baik dengan pihak atau 

karyawan perusahaan. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Memberikan bimbingan mengenai pelaksanaan kegiatan PKL. 

b. Memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan 

kegiatan PKL. 

c. Menjalin silahturahmi dan hubungan yang baik dengan perusahaan 

terkait. 

3. Bagi UPPRD Kecamatan Tanah Abang: 

a. Menjalin silahturahmi dan hubungan yang baik dengan universitas 

terkait agar pelaksanaan kegiatan PKL dapat berjalan dengan baik. 

b. Memberikan lebih banyak kesempatan pekerjaan dan tugas bagi 

mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan PKL. 
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Lampiran 1 – Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2 – Surat Izin Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3 – Surat Keterangan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 4 – Penilaian PKL 
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Lampiran 5 – Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6 – Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 7 – Struktur Organisasi UPPRD Tanah Abang  
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Lampiran 8 – Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) 
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Lampiran 9 – Format Pendataan Rumah Kost 
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Lampiran 10 – Data Umum Wajib Pajak Restoran 
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Lampiran 11 – Formulir Pemuktahiran Data Objek Pajak Restoran 
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Lampiran 12 – Format Rekapitulasi Objek Pajak Restoran 
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Lampiran 13 – Format Arsip Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
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Lampiran 14 – Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
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Setoran Pajak 
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Lampiran 15 – Laporan Cek Lapangan di CGV Cinemas Grand Indonesia 
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Lampiran 16 – Format Surat Masuk 
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Lampiran 17 – Format Disposisi Surat Masuk 
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Lampiran 18 – Keterangan Surat Masuk 

 

 

 

 

Keterangan diisi 

sesuai dengan 

disposisi 

Ditujukan diisi 

sesuai dengan 

disposisi 


